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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak
Tertentu (JBT) jenis Bensin RON 88 (Gasoline) dan
Minyak Solar (Gasoil)harus dilaksanakan dengan
tepat sasaran, tepat volume dan tepat waktu kepada
konsumen pengguna yang berhak untuk
mendapatkannya;

b. bahwa dalam rangka memperoleh data volume yang
dapat digunakan sebagai dasar pembayaranpajak-
pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajakpenjualan
Bahan Bakar Minyak Subsidi dan Non Subsidi yang
disalurkan melalui titik serah di Penyalur;

c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b perlu dibangun Sistem
Teknologilnformasi (STl)yang dapat dimanfaatkan
sebagai alat kendali yang akurat, tepat, cepat,
akuntabel, dan verifieduntukmengetahui volume yang
disalurkankepadakonsumenpengguna;
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Mengingat

bahwa Sidang Komite Badan Pengatur pada hari
Rabu tanggal 22 Mei 2013, telah menyepakati untuk
menetapkan penggunaan STl dalam penyaluran
Bahan Bakar Minyak dalam suatu Peraturan Badan
Pengatur;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf ¢ dan hufuf
d, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengatur Hilir
Minyak dan Gas Bumi tentang Penggunaan Sistem
Teknologilnformasi Dalam Penyaluran Bahan Bakar
Minyak;

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang
Minyak dan GasBumi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomorl36, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4152);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4843);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu
lintas dan angkutan jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang
Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian
Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha
Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4253) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49
Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5308);
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Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang
Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5348);

Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan
Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan
Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2012 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 103);

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2005 tentang
Penyediaan dan Pendistribusian Jenis BBM Tertentu
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 45 Tahun 20009;

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang
Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis
Bahan Bakar Minyak Tertentu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 41);

Keputusan Presiden Nomor 78/P Tahun 2011,

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 0044 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan
Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar
Minyak Tertentu;

Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas
Bumi Nomor 06/P/BPH Migas/I11/2005 tentang
Pedoman Pemanfaatan Bersama Fasilitas
Pengangkutan dan Penyimpanan Bahan Bakar
Minyak Serta Fasilitas Penunjangnya Milik Badan
Usaha;


http://www.djpp.kemenkumham.go.id

2013, No.842

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas
Bumi Nomor 07/P/BPH Migas/1X/2005 tentang
Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan
Pendistribusian Bahan Bakar Minyak;

Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas
Bumi Nomor 09/P/BPH Migas/Xll/2005 tentang
Penugasan Badan Usaha Untuk Penyediaan dan
Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan
Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor
18/P/BPH Migas/V/20009;

Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas
Bumi Nomor 10/P/BPH Migas/11/2006 tentang
Pedoman Penetapan Wilayah Distribusi Niaga Jenis
Bahan Bakar Minyak Tertentu;

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 16 Tahun 2011 tentang Kegiatan Penyaluran
Bahan Bakar Minyak (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 685) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2012 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1065);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.02/
2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran,
Perhitungan, Pembayaran dan Pertanggung jawaban
Subsidi Jenis BBM Tertentu sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
65/PMK.02/2012;

Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas
Bumi Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pengendalian
Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu untuk Mobil
Barang yang digunakan pada kegiatan Perkebunan
dan Pertambangan;

Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas
Bumi Nomor 04 Tahun 2012 tentang Alokasi Volume
Bahan Bakar Minyak Jenis Tertentu untuk masing-
masing Konsumen Pengguna Bahan Bakar Minyak
Jenis Tertentu;

Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas
Bumi Nomor 05 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penerbitan Surat Rekomendasi Satuan Kerja
Perangkat Daerah untuk Pembelian Bahan Bakar
Minyak Jenis Tertentu,
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